1. Kementerian Negara /emDaga . A R S

2. Unit Organisasi BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

3. Provinsi DKI JAKARTA

4. Kode/Nama Satker . (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

Sebesar * Rp. 24.761.640.000 ( ***DUA PULUH EMPAT MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU'J

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 _ LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN

1. KPPN JAKARTA IV (135)

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang terfuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Peng
Setiap pejabat difarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran terseb!

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. §




UIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SET DAFI'AR 1SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
. SURAT PENGESAHAN REVISI KE 3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN AN GGARAN
~ ~ TAHUN ANGGARAN 2012 :
NOMOR 0006/089 01 2. 01/11/2012 TANGGAL 9 Desember 2011

~UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
0.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
‘Undang APBN TA 2012 . ' 5 ” :
8putusan‘ Presxden R|nC|an ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL No. STAP 089 01. 01 0 /AG/2011 STAP-089 01 02 0 /AG/2011 STAP- 089 01. 06 0: /AG/2011 dan DNA NO 01/089 01/2012

i (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
~:(01) - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN: DAN PEMBANGUNAN
2(01)  DKI JAKARTA

3 (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

1 Rp. 24 761 640,000 ( *++DUA PULUH EMPAT MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH*** )

ntuk fung5| sub fungsn dan kegiatan keglatan sebaga: benkut
od n Nama Fungsu dan Sub Fungsi :

PELAYANAN uMuM

:  LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI ; ; , 3 ‘
Kode dan Nama Program dan Kegxatan g : ; : Lt : i Jumlah:Uang

Terlampir
'mber Dana Berasal , . S . : L ; , ;
Rup|ah Mumio Lo R - 24.761.640.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri , Rp. 0
w e i - Pinjaman Dalam Negeri. - : Rp. 0
Rp. s 0 -Hibah Dalam Negeri o Rp. 0
, ~ ‘ 5. Hibah Langsung L - Rp. 0
Rp. ‘0 = Hibah Luar Negeti Langsung - Rp. 0
Rp. o -0 Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
Rpes : 0 T ; '
(133) Rp 4 761.640.000 2.

Surat Pengesahan iniberlaku sebagal dasar pencairan / pengesahan bagn Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
nggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan-dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
tlap pejabat dilarang melakukan tindakari yang berakibat pengeluaran atas beban APBN J|ka anggaran untuk memblayat pengeluaran tersebut t«dak tersedla atau tidak cukup tersedla

PA ini berlaku sejak tanggal 1Januari 2012 sampa| dengan 31 Desember 2012 : . g

'Jakarta, 3 September 2012
A.N. MENTERT KEUANGAN RT
KEPALA KANWIL DIPB PROV. DKI JAKARTA

e o , : e ; : ~ i  HASUDUNGAN SIREGAR
7e00 78400788 i : el - : . NIP. 195303031975121002



LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN REVISI KE—3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR 0006/089-01 2 01/11/2012 TANGGAL 9 Desember 2011

(450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA . : : o : : ;
, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksariaan Tugas Teknis Lamnya BPKP S : S Rp. . ’ 20.126.940.000

- Fasilitas Dukungan Manajemen’ Perwakilan BPKP o h ' , Rp. 20:126.940.000 -
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP g . o Rp. , ' 675.000.000
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP L Rp: 675.000.000
Program Pengawasan Intérn Akuntablhtas Keuangan Negara dan Pembmaan Penyelenggaraan Sistem Pengendahan Rp: . 3.959.700,000

‘Intern Pemerintah
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntablhtas Keuangan Negara dan Pembmaan Penyelenggaraan Spip - Rp. , 3:959,700.000




REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
T NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

IA. UMUM
Kementerian Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kuasa Pengguna Anggaran : MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Bendahara Pengeluaran : ADITYA KURNIAWAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA : Pejabat Penanda tangan SPM  : DIDI JUNAEDI
Kode/Nama Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA . i Hulin
1 Fungsl 01 PELAYANAN UMUM 24.761.640.000
Sub Fungsi 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN 24.761.640.000
LUAR NEGERI
2 Program 089.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 20,126,940.000
Hasil (Qutcome)
IKU Program 01 Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi
02 Persentase Jumlah Pegawai BPKP yang Kompeten dan Profesional Di Setiap Bidang Kompetensi
yang Dibutuhkan
03 Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Kepegawaian dan Organisasi
04 Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir Dalam DIPA
05 Persepsi Kepuasan Pengguna Atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
06 Tingkat Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan BPKP
Keglatan 3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 20.126.940,000
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
" Keluaran (Output) 3676.002 Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan (00) 70,00 Laporan 2.327.900.000
3676.994 Layanan Perkantoran (00) 12,00 Bulan Layanan 17.799.040.000
Program 089.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP 675.000.000
Hasil (Outcome)
IKU Program 01 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
Kegiatan 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP 675.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah Sarana Prasarana '
002 Terlaksananya Pembangunan (lanjutan) gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumbar
003 Tersedianya mebeler kantor Perwakilan BPKP Sumbar
004 Tersedianya peralatan rumah jabatan di beberapa kantor perwakiian BPKP
Keluaran {Output) 3678.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00) 2,00 Unit 227.642.000
3678.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00) 35,00 Unit 233.533.000
3678.998 Gedung/Bangunan (00) 1.250,00 M2 - 213.825.000
Program 089.01.06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan 3.959,700.000

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Hasl{ (Outcome)

" IKU Program 01 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
Stakeholders

7800 7840 0781



. ' REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
’ TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL:9 Desember 2011

IA. UMUM
Kementerian Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kuasa Pengguna Anggaran : MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
Unit Organisasi 1 (01) BADAN PENGAWASAN KFUANGAN DAN PEMBANGUNAN . Bendahara Pengeluaran : ADITYA KURNIAWAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA Pejabat Penanda tangan SPM  : DIDI JUNAEDI
Kode/Nama Satker 1 (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA i
IKU Program 02 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan
03 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
04 Persentase Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal Wdp
05 Tingkat Opini BPK Terhadap LKPP
06 Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Dari Hasil Pengawasan
07 Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan
Keputusan Oleh Stakeholders
08 Persentase Jumlah Laporan Audit Atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP
09 Persentase KL & Pemda yang Telah Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP 60/2008
10 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
Stakeholders
11 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan
12 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
13 Persentase Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal Wdp
14 Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Dari Hasll Pengawasan
15 Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan
Keputusan Oleh Stakeholders
16 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
- Stakeholders
17 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan
18 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
19 Persentase Pemda yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minima!l WDP
20 Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan
Keputusan Oleh Stakeholders
21 Jumiah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima R
22 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik '
23 Bumd yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik
24 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
Stakeholders
25 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan

7800 7840 0781



Kementerian Negara/Lembaga :

Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

(089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
: (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2 (01) DKI JAKARTA

: (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012

IA. UMUM

Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Penanda tangan SPM

: MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
: ADITYA KURNIAWAN

: DIDI JUNAEDI

IKU Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

7800 7840 0781

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3701

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan

Bumn yang Kinerja PSOnya Baik

Bumd yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimai WDP

Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan Dengan Nilai yang Diaudit
Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden '

Persentase Pemahaman dan Kepedulian Atas Permasalahan Korupsi
IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mengimplementastkan FCP
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Membuat/Mengoreksi Kebijakan

Persentase Terselesalkannya Kasus HKP, Klaim dan Ekskalasi

Persentase Penyerahan Kasus Kepada Instansi Penegak Hukum

Hasil Audit Investigasi yang Ditindaklanjuti Oteh Instans! Berwenang

Persentase Telaahan Terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang Memenuhi Standar
Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti

Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Spip

Laporan hasi pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam |
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

Halnnag

3.959.700.000



REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012 .
NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

IA. UMUM
Kementerian Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kuasa Pengguna Anggaran : MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
Unit Organisasi S (113 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Bendahara Pengeluaran . ADITYA KURNIAWAN
Provinsi : {(01) DKI JAKARTA Pejabat Penanda tangan SPM - : DIDI JUNAEDI
Kode/Nama Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA Halunay
Indikétor Kinerja Kegiatan 016 Laporan hasil pengawasan afas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah V
017 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
018 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
019 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
020 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara
021 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
022 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat
023 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
024 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
025 ' Laporan hasi! kajian pengawasan
026 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
027 Laporan hasll audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahii
atas permintaan Instansi Penyidik
028 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
029 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
030 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
031 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
032 Laporan Hasll Pengawasan Kineja PSO BUMN
033 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara
Keluaran {Output) 3701.001 Laporan Hasll Pengawasan (00) 305,00 Laporan 3.959.700.000

7800 7840 0781




REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011
IB.UMUM
~“Kementerian Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
Halaman 1B, 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2012 Rp. 24.761.640.000 Ket: a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ ¢ Rp 0
’ 1. Rupiah Murni Rp. 24,761.640.000 (2) RPLN Uss 0 Rp 0
2. PNBP Rp. 0 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss 0 Rp 0
4, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri  Rp. 0 ¢. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
¢. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : . (Dalam Ribuan)
No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2 PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3)RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5)-
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp RpLN Rp.Loc.Cost
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

70N 724N N7Q1



REVISI KE-3 DAFTAR ISTAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)
{Negara/lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
sl : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
. : (01) DKI JAKARTA
1 Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
] : (KD) Halame
H BELANJA
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER LOKASL) 0
DANA PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL]  LAIN-LAIN ;;S&ﬁl /KPEN | e
[51] [52] (583} [57] [58]
. 2 3 4 5 6 7 8 9
505 PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA 15,861.716 8.224.924 675.000 - - 24.761.640
b89.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 15.861.716 4.265.224 - - - 20.126.940
Lainnya BPKP ‘
/ 3676| Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 15.861.716 4.265.224 - - - 20.126.940
-3676.002  Laporan Kegiatan Pengelola_an_Sumber Daya Pengawasan . | - 2.327.900 - - - 2.327.900{ 01.55
01(RM - 2.327.900 - - - 2.327.900| 133
3676.994 _E._a_y_aiq_a_rlPefkaptora_r} ___________________________________________________________________ 15.861.716 : 1.937.324 - - - 17.799.040| 01.55
, 01| RM 15.861.716 1.937.324 - - - 17.799.040f 133
989.01.02| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP - - 675.000 - - 675.000
. 3678| Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan - - 675.000 - - 675.000
: BPKP
. 3678.996 Agg_r?gglgg_t_ _Pengolah Data_c_je]p_ Komunikasi - - 227.642 - - 227.642| 01.55
01| RM - - 227.642 - - 227,642 133

'81



REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR :

0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

1L RINCIAN PENGELUARAN
. (RIBUAN RUPIAH)
Iéj’ﬂ Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
nlsast : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
. : (01) DKI JAKARTA
ma Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
jan - : (KD)
O BELANJA
LOKASI
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER . JKPPN PI
. DANA PEGAWAL BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL]  LAIN-LAIN ;;&iﬁl R
o [51] 52} [53] {57} [58)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3678.997 | Peralatan dan Fasilitas f_ej'}gantor_a_n ______________________________________________________________________ N 1 2 33533 _______________________ o - N 233.533] 01.55
o o1|RM - - 233.533 - - 233.533| 133
3678.998| Gedung/Bangunan o 3 2 13825 ________________________ o R 1 213.825| 01.55
01| RM - - 213.825 - - 213,825 133
089.01.06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara - 3.959.700 - - - 3.959.700
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
3701]| Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan - 3.959.700 - - - 3.959.700
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip
3701.001|Laporan Hasil Pengawasan s 3959700 ________________ | B - 3.959.700{ 01.55
01| RM - 3.959.700 - - - 3.959.700| 133
JUMLAH 15.861.716 8.224.924 675.000 - . 24.761.640
Jakarta, 3 September 2012

0781

AN. KEPALA BPKP
AKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA W/

J(MMAD YUSUP,, Ak, ME
. 195504031979111001

s



L e REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

ety TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

asl : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Halams I
: (01) DKI JAKARTA ol aﬂaman : !l {
i Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA _ (dalam ribuan rupl
e RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN - ‘
I URAIAN SATKER JANUARI | PEBRUARI MARET APRIL ME1 JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER JUMLAN
. SELURUH
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 'PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
'RENCANA PENARIKAN DANA 921346 947.395 1.890.450 1.996.340 1.762.507 3.185.521 1.860.596 2.377.083 2.413.440 2.375.423 2,346,370 2.685.169 24,761,610
‘51 BELANJA PEGAWAI 921.346 907.137 917.110 1.593.296 986.371 1.878.198 978.187 1.650.250 1.310.482 1.652.027 1.416.962 1.650.350 15.861,716
‘52, BELANJA BARANG 0 40.258 973.340 403.044 580.530 1.077.961 878.426 726.833 856.909 723.396 929,408 1.034.819 8,224,024
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 195.606 229,362 3.983 0 246,049 0 0 0 675,000
9676 | Fasiitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP | 921346 | ... 947395 | 1411301 | 1.890.073 | L2555 2274478 | 1477131 1985497 ) 1.773.259 2.006.864 | 1.898.932 2325.109 20,126,940
51 BELANJA PEGAWAL 921,346 907.137 917.110 1.593.296 986.371 1.878.198 '978.187 1.650.250 1.310.482 1.652,027 1.416.962 1.650.350 15,861,716
‘52 BELANJA BARANG 0 40.258 494.191 296,777 229.184 396.280 498.944 335,247 462.777 354,837 481.970 674.759 4,265,204
3678 | 'Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Perwakllan BPKP R TR DL 1 A 1 DO 0| wosets| o 20362] 3e83] o] 246.049 of 0 0 675,000
53  BELANJA MODAL 0 0 0 0 195.606 229.362 3.983 0 246,049 0 0 0 675.000
4701 | Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip I 5 R R 479.149 | 106.267 | 351346 681681 | = 379482 391586 )| 394.132 368.559 447.438 _360.060 3,959,710
52 BELANIA BARANG 0 0 479.149 106.267 351.346 681,681 379.482 391.586 394.132 368,559 447,438 360.060 3,959,700

Jakarta, 3 September 2012
s A.N. KEPALA BPKP
N BPKP PROVINSI DKI JAKARTA 15

781



REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
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NOMOR : 8006/089—01.2.01/11/2012 TANGGAL : S Desember 2011

IVVCATATAN

Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
. (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

‘Unit Organisasi
Fiovinsi”

Kode dan Nama Satker

: (V1)  DKI JAKARTA

1 (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

Halaman ; IV

(dalam ribuar ruplah)

r KODE URAIAN KODE URAIAN
450505 | PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
589.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3676.994 | Layanan Perkantoran . ‘
511129 Belanja Uang Makan PNS (RM) . Rp. 1.788.600
512211 Belanja uang lembur (RM) . . Rp. 255.192

.N. KEPALA BPKP

1 AN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA ‘sj
{ ,

A,,n*.: {‘,6" 4

AV

e Tl
i \




	1.pdf
	2.pdf


I3 NPT 3
2. Unit Organisasi 1 (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. Provinsi - (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker . (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

Sebesar TRp.  24.761.640.000 ( ***DUA PULUH EMPAT MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU'J

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

1. KP ) A
. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang terfuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pel
Setiap pejabat difarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersel
F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.





AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SET DAFI'A ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
: SURAT PENGESAHAN REVISI KE 3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN AN GGARAN
~  TAHUN ANGGARAN 2012 :
NOMOR 0006/089 01 2. 01/11/2012 TANGGAL 9 Desember 2011

~UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

01 Tahun 2004 tentang: Perbendaharaan Negara

‘Undang APBN TA 2012 . ' : ” :

8p usan‘ Presxden R|nC|an ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL No. STAP 089 01. 01 0 /AG/2011 STAP-089 01 02 0 /AG/2011 STAP- 089 01. 06 0: /AG/2011 dan DNA NO 01/089 01/2012

i (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
~:(01) - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN: DAN PEMBANGUNAN
2(01)  DKI JAKARTA

3 (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

1 Rp. 24 761 640,000 ( *++DUA PULUH EMPAT MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH*** )

ntuk fung5| sub fungsn dan kegiatan keglatan sebaga: benkut
od n Nama Fungsu dan Sub Fungsi :

PELAYANAN uMuM

‘  LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI ; ‘ , 1 ‘
ode. dan Nama Program dan Kegxatan g : ; : Lt : i Jumlah:Uang

Terlampir
'mber Dana Berasal , . S . : L ; , ;
Rup|ah Mumio Lo R - 24.761.640.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri , Rp. 0
w e i - Pinjaman Dalam Negeri. - : Rp. 0
Rp. s 0 -Hibah Dalam Negeri o Rp. 0
, ~ ‘ 5. Hibah Langsung L - Rp. 0
Rp. ‘0 = Hibah Luar Negeti Langsung - Rp. 0
Rp. o -0 Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
Rpo o : 0 S ~ :
(133) Rp 4 761.640.000 2.

rat Pengesahan iniberlaku sebagal dasar pencairan / pengesahan bagn Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

nggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan-dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
tlap pejabat dilarang melakukan tindakari yang berakibat pengeluaran atas beban APBN J|ka anggaran untuk memblayat pengeluaran tersebut t«dak tersedla atau tidak cukup tersedla
PA ini berlaku sejak tanggal 1Januari 2012 sampa| dengan 31 Desember 2012 : . g

'Jakarta, 3 September 2012
A.N. MENTERT KEUANGAN RT
KEPALA KANWIL DIPB PROV. DKI JAKARTA

e o , : ' ‘ : : ~ S  HASUDUNGAN SIREGAR
7e00 78400788 i - el . : -  NIP. 195303031975121002
ﬁ>§~§2

TAHUN ANGGARAN 2012
ZOZOW cccm\cmw-s N S\:\Ncﬁ H>ZDQ>H . 9 Desember Nc:

S.momo_& vmﬁs\bagz m_u_% _u_NO<H2mH _U_Q ..5_9_».;

mGEH meﬂHmE\wZ WH,A\Hmm —Qu-w DAFTAR Hmbwz wmhbmmm\wzgz >2ﬂﬂ>§2

) vqom_\ma ocxczmmz ‘Manajemen dan vm_mﬁm:mm: ,Emmm Teknis _,m_::<m BPKP ;
b “,,mmm as Dukungan Manajemen: _um:zmx__m: m_u_au
; : _,_#omﬂma Peningkatan Sarana ams Prasarana >umEE_. - BPKP: -
vm:@mamm: dan _um_..,\m_:a: Sarana dan Emmm_‘msm Perwakilan BPKP
Program Pengawasan Intérn >x_._:.“m§__nmm xmcm_:mm: mema dan vmgvsmm: _um:<m_m:mmm_‘mm= Sistem _um_._um:am__m:
‘Intern’ Pemerintah
vm.m_ﬁm:mm: _um:mmsmmm: SSB >xc3mc___ﬁmm _Amcm:am: Zmomﬁm am: vaU_:mm: vm:<m~m:oomam: Spip

Rp.
Rp.

Rp. ¢

Rp.

Rp.

20.126.940.000
20.126.940.000 -
675.000.000
675.000.000
3.959.700.000

3.959.700.000

e REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
L | TAHUN ANGGARAN 2012
,; zozow"ooom\omo-ﬁ.u.ﬁ\ﬁ\wﬁmq>zmm>_."mcmmm3um§ot

IA. UMUM
Kementerian Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kuasa Pengguna Anggaran : MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Bendahara Pengeluaran : ADITYA KURNIAWAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA : Pejabat Penanda tangan SPM  : DIDI JUNAEDI
Kode/Nama Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
1 Fungsl 01 PELAYANAN UMUM 24.761.640.000
Sub Fungsi 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN 24.761.640.000
LUAR NEGERI
2 Program 089.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 20,126,940.000
Hasil (Qutcome)
IKU Program 01 Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi
02 Persentase Jumlah Pegawai BPKP yang Kompeten dan Profesional Di Setiap Bidang Kompetensi
yang Dibutuhkan
03 Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Kepegawaian dan Organisasi
04 Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir Dalam DIPA
05 Persepsi Kepuasan Pengguna Atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
06 Tingkat Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan BPKP
Keglatan 3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 20.126.940,000
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
" Keluaran (Output) 3676.002 Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan (00) 70,00 Laporan 2.327.900.000
3676.994 Layanan Perkantoran (00) 12,00 Bulan Layanan 17.799.040.000
Program 089.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP 675.000.000
Hasil (Outcome)
IKU Program 01 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
Kegiatan 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP 675.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Jumlah Sarana Prasarana '
002 Terlaksananya Pembangunan (lanjutan) gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumbar
003 Tersedianya mebeler kantor Perwakilan BPKP Sumbar
004 Tersedianya peralatan rumah jabatan di beberapa kantor perwakiian BPKP
Keluaran {Output) 3678.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00) 2,00 Unit 227.642.000
3678.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00) 35,00 Unit 233.533.000
3678.998 Gedung/Bangunan (00) 1.250,00 M2 - 213.825.000
Program 089.01.06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan 3.959,700.000

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Hasl{ (Outcome)

IKU Program 01 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
Stakeholders

7800 7840 0781
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. TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL:9 Ummmacmq 2011

IA. UMUM
Kementerian Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kuasa Pengguna Anggaran : MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
Unit Organisasi 1 (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN . Bendahara Pengeluaran : ADITYA KURNIAWAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA Pejabat Penanda tangan SPM  : DIDI JUNAEDI
Kode/Nama Satker 1 (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA i
IKU Program 02 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan
03 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
04 Persentase Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal Wdp
05 Tingkat Opini BPK Terhadap LKPP
06 Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Dari Hasil Pengawasan
07 Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan
Keputusan Oleh Stakeholders
08 Persentase Jumlah Laporan Audit Atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP
09 Persentase KL & Pemda yang Telah Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP 60/2008
10 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
Stakeholders
11 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan
12 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
13 Persentase Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal Wdp
14 Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Dari Hasll Pengawasan
15 Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan
Keputusan Oleh Stakeholders
16 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
Stakeholders
17 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan
18 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
19 Persentase Pemda yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minima!l WDP
20 Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan
Keputusan Oleh Stakeholders
21 Jumiah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima R
22 BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik ,
23 Bumd yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik
24 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh
Stakeholders
25 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan

7800 7840 0781
- o REVISI KE-3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
. » TAHUN ANGGARAN 2012
, NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

IA. UMUM
Kementerlan Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : Kuasa Pengguna Anggaran -~ @ MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
Unit Organisasi 1 (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Bendahara Pengeluaran ; ADITYA KURNIAWAN
Provinsi : (0D) DKI JAKARTA Pejabat Penanda tangan SPM  : DIDI JUNAEDI
Kode/Nama Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
IKU Program Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan
26 Bumn yang Kinerja PSOnya Baik
27 Bumd yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimai WDP
28 Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan Dengan Nilai yang Diaudit
29 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden .
30 Persentase Pemahaman dan Kepedulian Atas Permasalahan Korupsi
31 IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mengimplementastkan FCP
. 32 IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Membuat/Mengoreksi Kebijakan
33 Persentase Terselesalkannya Kasus HKP, Klaim dan Ekskalasi
34 Persentase Penyerahan Kasus Kepada Instansi Penegak Hukum
35 Hasil Audit Investigasi yang daklanjuti Oleh Instans! Berwenang
36 Persentase Telaahan Terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang Memenuhi Standar
37 Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti
38 Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
Kegiatan 3701 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 3.959.700.000
Penyelenggaraan Spip
Indikator Kinerja Kegiatan 001 Laporan hasi pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
002 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
003 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
004 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam .
005 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam
006 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
007 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam ’
008 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
009 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam |
010 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
011 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah -
012 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
013 " Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
0i4 . Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
015 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

7800 7840 0781
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IA. UMUM
Kementerlan Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kuasa Pengguna Anggaran : MOHAMMAD YUSUP, Ak, ME
Unit Organisasi S (113 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Bendahara Pengeluaran : ADITYA KURNIAWAN
Provinsi . {01) DKI JAKARTA Pejabat Penanda tangan SPM - : DIDI JUNAEDI
Kode/Nama Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
H:a_x,mgﬂ Kinerja Kegiatan 016 Laporan hasil pengawasan afas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

017 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

018 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

019 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

020 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara

021 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

022 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat

023 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

024 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

025 . Laporan hasi! kajian pengawasan

026 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

027 Laporan hasll audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahii

atas permintaan Instansi Penyidik

028 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

029 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

030 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

031 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

032 Laporan Hasll Pengawasan Kineja PSO BUMN

033 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara

Keluaran {Output) 3701.001 Laporan Hasll Pengawasan (00) 305,00 Laporan 3.959.700.000

BAKP PROVINSI DKI JAKARTA %
4

* / i ’
~~TAQRAMMAD YUSUP, Ak, ME
7800 7840 0781 : ¢
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TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

IB.UMUM

(089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi

Provinsi : (01 DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
Halaman 1B, 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2012 Rp. 24.761.640.000 Ket: a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ ¢ Rp 0
1. Rupiah Murni Rp. 24,761.640.000 (2) RPLN Uss 0 Rp 0
2. PNBP Rp. 0 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing us$ 0 Rp 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss 0 Rp. 0
4, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri  Rp. 0 ¢. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
¢. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : (Dalam Ribuan)
No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2 PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3)RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5)-
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp RpLN Rp.Loc.Cost
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

70N 724N N7Q1
REVISI KE-3 DAFTAR ISTAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : 0006/089-01.2.01/11/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)
{Negara/lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
sl : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
. : (01) DKI JAKARTA
1 Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
i 1 (KD)
BELANJA
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER LOKASL) 0
DANA PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL]  LAIN-LAIN MMMMHM&M /KPEN | e
[51] [52] [53] [57] [58]
. 2 3 4 5 6 7 8 9
ucm PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA 15,861.716 8.224.924 675.000 - 24.761.640
umw.on.on Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 15.861.716 4.265.224 - - 20.126.940
Lainnya BPKP ,
/ 3676| Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 15.861.716 4.265.224 - - 20.126.940
-3676.002  Laporan Kegiatan vm:mm_o_mm:-mcacmﬂ Daya Pengawasan .| - 2.327.900 - - 2.327.900{ 01.55
01(RM - 2.327.900 - - 2.327.900| 133
3676.994| Layanan Perkantoran 15.861.716 . 1.937.324 - - 17.799.040| 01.55
; 01| RM 15.861.716 1.937.324 - - 17.799.040f 133
989.01.02| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP - - 675.000 - 675.000
~ '3678] Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan - - 675.000 - 675.000
: BPKP
. 3678.996 ._um.ﬂ.%_mwﬁ. ._om:@o,m: cmﬂm.&m Komunikasi - - 227.642 - 227.642| 01.55
01| RM - - 227.642 - . 227,642 133
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1L RINCIAN PENGELUARAN
, (RIBUAN RUPIAH)
_mz Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
nlsast : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
. : (01) DKI JAKARTA
ma Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
jan - : (KD)
KODT BELANJA
LOKASI
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER . JKPPN PI
; DANA PEGAWAL BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL]  LAIN-LAIN MM%W&W R
o [51] 52} [53] {57} [58)
. 2 3 4 5 6 7 8 9
3678.997 | Peralatan dan Fasilitas m.m,_‘._mmaow.m.: ....................................................................... N 1 m wwmww ....................... o - N 233.533] 01.55
o o1|RM _ - - 233.533 - - 233.533| 133
3678.998 mma::m\mm:mc._‘a: .................................................................................... o 3 N Bmmm ........................ o R 1 213.825| 01.55
01|RM - - 213.825 - - 213,825 133
089.01.06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara - 3.959.700 - - - 3.959.700
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
3701]| Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan - 3.959.700 - - - 3.959.700
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip
3701.001|Laporan Hasil Pengawasan s wmmouoo ................ | B - 3.959.700{ 01.55
01| RM - 3.959.700 - - - 3.959.700| 133
JUMLAH 15.861.716 8.224.924 675.000 - . 24.761.640
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III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Negara/Lembaga : (089)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

asl : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Hataman ¢ 411
: (01) DKI JAKARTA » m:u::: : _ﬁ
IR
ina Satker : (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA . (dalam ribuin ruy
o RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN — ,
I URAIAN SATKER JANUARI | PEBRUARI MARET APRIL ME1 JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER JUMLAN
: SELURULI
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 )
15 ;Wmms;_ﬁgz BPKP !ﬂo<~2mu DKI JAKARTA
‘RENCANA PENARIKAN DANA 921.346 947.395 1.890.450 1.996.340 1.762.507 3.185.521 1.860.596 2.377.083 2.413.440 2.375.423 2.346.370 2.685.169
mu. BELANJA PEGAWAI 921.346 907.137 917.110 1.593.296 986.371 1.878,198 978.187 1.650.250 1.310.482 1.652.027 1.416.962 1.650.350
‘52 .BELANJA BARANG 0 40.258 973.340 403.044 580.530 1.077.961 878.426 726.833 856.909 723.39 929.408 1.034.819
53 'BELANJA MODAL 0 0 0 o} 195.606 229.362 3.983 0 246.049 ] 0 [v]
9676 | Fasiitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP | 921346 | ... 947395 | 1411301 | 1890073 | LAASSSS 2274478 | L477.131) 19854971 1.773.259 2006864 |  1.898.932 2325.109
51 BELANJA PEGAWAIL 921.346 907.137 917.110 1.593.296 986.371 1.878.198 '978.187 1.650.250 1.310.482 1.652,027 1.416.962 1.650.350
52 BELANJA BARANG 0 40.258 494.191 296,777 229.184 396.280 498.944 335.247 462.777 354.837 481.970 674.759
3678 | 'Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Perwaklian BPKP S [NSUUU WUSD  AEVUURUUUUU. 0 SV SRR 0| . los606f  229362) 3983 | . 0f .- 246.099 oy .0 0
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 195.606 229.362 3.983 0 246.049 0 0 o]
4701 | Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan nmb<m_m=mnmam:.mu__u.. . S N 6 [ 479.149 | 106.267 | 351.346 | 68ies1| 3794821 391586 | 394.132 368559 | 447.438 _360.060 3,959,700
52 BELANJA BARANG 0 0 479.149 106.267 3591.346 681,681 379.482 391.586 394.132 368,559 447,438 360.060 3.959.700

Jakarta, 3 September 2012
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, IVVCATATAN

xmamaﬁm:m: Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

‘Unit Organisasi
Fiovinsi”

(01)  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(U1)  DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker 1 (450505) PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

Haleman ; V.|

(dalam ribuar ruplah)

.
. KODE

URAIAN

KODE

URAIAN

450505
089.01.01
3676

3676.994

PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakifan BPKP
Layanan Perkantoran

511129 Belanja Uang Makan PNS (RM) Rp. 1.788.600

512211 Belanja uang lembur (RM) . . Rp. 255.192
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